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Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 76 yang berbunyi â€œsetiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran 
tanpa memiliki surat izin praktik...â€• dan Pasal 79 huruf c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
yang berbunyi â€œdengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a...â€• Undang-undang
No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan  menghukum Terdakwa 1 tahun 6 bulan. Kenyataannya, dalam putusan tersebut
hakim masih menggunakan kedua pasal yang sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa putusan No.1110 K/Pid.Sus/2012 tidak tepat karena hakim yang menggunakan
dasar hukum yang telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi serta menjelaskan faktor yang membedakan antara putusan
Pengadilan Negeri dengan putusan Mahkamah Agung sehingga prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak tercapai.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder
yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari putusan Kasasi Mahkamah Agung
No.1110 K/Pid.Sus/2012, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, buku-buku dan artikel.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran tidak tepat. Karena dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah dihapuskan oleh
Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007. Perbedaan Putusan Pengadilan
Negeri yang menyatakan Terdakwa â€œlepas dari segala tuntutan hukumâ€• dengan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah, hasil analisis juga menunjukkan putusan yang dijatuhkan belum memenuhi unsur kepastian hukum dan
keadilan bagi para dokter.
Disarankan agar Hakim lebih berhati-hati dan cermat dalam memutuskan suatu perkara karena keputusan hakim tersebut dapat
menentukan hidup dan martabat seseorang. Hakim harus melakukan penemuan hukum sebelum memutus perkara.
